
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian Gratifikasi  

Semester II Tahun 2023 

 

PW 



2 

 

LAPORAN PENGEDALIAN GRATIFIKASI 

BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV 

SEMESTER II TAHUN 2023 

 

A. Pendahuluan 

Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV merupakan Unit Pelaksana 

Teknis di bidang standardisasi dan penyelenggaraan kemetrologian di wilayah Indonesia 

Timur dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.  

BSML Regional IV dalam mewujudkan komitmen menjaga integritas dan akuntabiliitas 

serta mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari 

korupsi, BSML Regional IV telah melakukan berbagai upaya pengendalian gratifikasi. 

Upaya tersebut dilaksankan melalui evaluasi kebijakan, sosialisasi, dan pelaporan 

gratifikasi. 

Pencegahan praktik gratfikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan Tim 

Pengendali Gratifikasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Direktorat 

Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Pembentukan tim pengendali 

gratifikiasi merupakan wujud konkret pelaksanaan peraturan menteri perdagangan 

Republik Indonesia No. 38 Tahun 2021 tentang pengendalian gratifkasi di lingkungan 

Kementerian Perdagangan. 

Pengendalian gratifikasi di lingkungan BSML Regional IV yang telah berjalan 

memerlukan adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat implementasi pengendalian 

gratifikasi. Monitoring dan evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan 

pencapaian pengendalian gratifikasi, dan mengetahui kekurangan dalam implementasi 

atas kebiujakan pengendalian gratfikasi di lingkungan BSML Regional IV sehingga bisa 

terus dilakukan perbaikan untuk masa mendatang. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan 

Gratifikasi; 
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4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan; 

5. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 75 

Tahun 2023 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Direktorat Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga; 

6. Keputusan Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Nomor 170 

Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan pada 

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV. 

 
C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud Penyusunan laporan pengendalian gratifikasi adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Unit Pengendali Gratifikasi BSML Regional IV atas 

pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi. 

2. Tujuan penyusunan laporan pengendalian gratifikasi adalah untuk menilai dan 

mengevaluasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengendali 

Gratifikasi BSML Regional IV pada periode semester II Tahun 2023. 

 
D. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 

Dalam Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, BSML Regional IV telah melakukan 

beberapa hal sebagai upaya Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sampai dengan 

Semester II Tahun 2023, yakni : 

1. Melakukan sosialisasi melalui Media Komunikasi berupa Banner, Spanduk, Digital 

Signage, Video Animasi terkait gratifikasi pada sudut ruangan kantor dan di media 

sosial. 

2. Monitoring pelaporan gratifikasi BSML Regional IV melalui link 

https://www.kemendag.go.id/s/wbsbsml4. 

3. Monitoring penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) 

kepada Kementerian Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dan 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

4. Penyampaian surat edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 05 

Tahun 2023 tentang Pencegahan korupsi dan pengendalian Gratifikasi terkait hari 

raya keagamaan di lingkungan Kementerian Perdagangan. 

5. Mengundang para pegawai untuk mengikuti sosialisasi pengendalian gratifikasi 

dilingukangan kementerian perdagangan melalui aplikasi zoom meeting yang 

diselenggarakan Biro Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Perdagangan. 

https://www.kemendag.go.id/s/wbsbsml4
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6. Melaksanakan Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, dan Kaji Ulang Tim Fungsi 

Kepatuhan anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

tahun 2023. 

7. Terlaksanya Survaillance ke-II SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan oleh lembaga sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia 

 

E. Laporan Gratifikasi 

Sampai dengan periode Semester II Tahun 2023, tidak terdapat aduan mengenai 

adanya gratifkasi. Ada pun rekapitulasi atas pelaporan gratifikasi pada periode Semester 

II Tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit organisasi. 

No. Uraian Jumlah Laporan 

1. Kepala BSML Regional IV 0 

2. Sub Bagian Tata Usaha 0 

3. Pelayanan Kemetrologian 0 

4. Bimbingan Kementrologian 0 

5. Bimbingan Mutu 0 

Total 0 

 

2. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan jenis. 

No. Uraian Jumlah Laporan 

1. Uang 0 

2. Barang 0 

3. Makanan 0 

4. Lain-lain 0 

Total 0 

 

3. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai. 

No. Uraian Jumlah Laporan Nilai 

1. < 1 Juta 0 Rp.0 

2. 1 Juta – 10 Juta 0 Rp.0 

3. >10 Juta 0 Rp.0 

Total 0 Rp.0 

 



5 

 

F. Penutup 

Komitmen yang tinggi sangat diperlukan dari seluruh komponen baik itu pegawai 

maupun pelanggan dan stakeholder untuk mencapai keberhasilan program 

pengendalian gratifikasi yang dalam hal ini merupakan bagian dari program 

pemberantasan korupsi di lingkungan BSML Regional IV. 

Sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi yang di dalamnya termasuk 

gratifikasi, perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh 

pegawai di lingkungan BSML Regional IV, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman 

dan budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas. 

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi, seluruh 

penyelenggara negara berwajiban menolak gratifikasi, Jika gratifikasi tidak dapat ditolak, 

maka gratifikasi yang diterima dilaporkan kepada KPK secara langsung atau melalui Unit 

Pengendali Gratifikasi BSML Regional IV Kementerian Perdagangan dengan 

menggunakan sarana media pelaporan yang disediakan. 

Demikian laporan ini disusun sebagai referensi bagi pemangku kepentingan untuk terus 

membangun program-program dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang 

bersih. 

 
 

Gowa, 21 Desember 2023 

 

 

 

 

Kepala 

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV 

 

 

 

 

Aris Kusnandar 
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Sosialisasi melalui Media Komunikasi berupa Banner, Spanduk, dan Digital Signage 
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Sosialisasi melalui Media Media Sosial 
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Pelaporan gratifikasi melalui link https://www.kemendag.go.id/s/laporgratifikasibsml4. 
 
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  

 

 

 

  

https://www.kemendag.go.id/s/laporgratifikasibsml4
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Penyampaian surat edaran tentang Pencegahan korupsi dan pengendalian Gratifikasi 
terkait hari raya keagamaan 
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Penyampian sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian 

perdagangan 
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Pelaksanaan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen SNI ISO 37001:2016 tahun 2023 
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Pelaksanaan Survaillance ke-II SNI ISO 37001:2016 Tahun 2023 
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